
NOM

PERUBAHAN KEDUA ATAS P
TENTANG KEBIJ

Menimbang : a. bahwa

Tahun
ope
Peraturan

BU ATI MERAUKE
NSI PAPUA

PERA N BUPATI MERAUKE

59 TAHUN 2OI7

TENTANG

TURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2014
N AKUNTANSI PEMERINTAH

PATEN MERAUKE

DENGAN T TUHAN YANG MAHA ESA

ATI MERAUKE,

kan Peraturan Daerah KabuPaten

Nomor L2 Tahun 1969 tentang
Propinsi Otonom Irian Barat dan

Merauke N r 5 Tahun 2Ol7 tentartg Perubahan Ketiga

atas Pera Daerah KabuPaten Merauke Nomor 2
Tahrin 2
Daerah
dana J sekolah sebagaimana diatur dalam

Peraturan enteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
*"rrg"komodir pengaturan dan pengelolg'an

L7 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Sekolah, mat a dipandang perlu merubah

upati tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah
Kabupaten erauke;

b. bahwa be
pada huruf
Perubahan ua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun
2Ol4 ten Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Merauke;

asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Mengingat : 1. Undang-U
Pembentu

telah diu
2O08 ten

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Negara Republik Indonesia Tahun t969

, T-ambahan Lembaran Negara Republik

Kabupaten
(Lembaran
Nomor 4
Indonesia 29071;

2. Undang-U g Nomor 21 Tahun 2OOt tentang Otonomi

Khusus i Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

lndonesia ahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara blik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-U Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Perubahan

Atas U Undang Nomor 2l Tahun 2OAL tentang

Otonomi
Republik

usus Bagi Frovinsi Papua (Lembaran Negara

donesia Tahun 2008 Nomor lL2, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 48841;Lembaran

3. Undang...



Indonesia un 2OA4 Nomor 53, Tambahan
Negara blik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-U Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeri Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara ( Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N 4+OO);

6. Undang-Un Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang
Perim Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik
un 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Pemerin

Negara blik Indonesia Nomor 44381;

7. Undang-U Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang
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3. Undang-Un Nomor 17
Negara ( Negara
Nomor 47, Tambahan
Indonesia N a2861;

4. Undang-U
Perbe

Indonesia T

Daerah
Tahun

Dana Perim

Nomor 1 Tahun 2OO4
Negara (Lembaran Negara

Retribusi Daerah {Lembaran
Nomor 130, Tambahan Lembaran
nesia Nomor 5A491;

Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2OO3
Lembaran Negara Republik

tentang
Republik

Lembaran

Pqiak
Negara
Negara

9.

Republik I

8. Undang-Un Nomor 12 Tahun zA11 tentang
Pembentu Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

blik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82,
Lembaran Negara Republik Indonesia

Negara
Tambahan
Nomor 5234l'

Undang-U Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia T n 2006 Nomor 124, Tatrtbahan Lembaran
Negara Repu lik Indonesia Nomor 46741 sebagaimana telah
diubah de Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A13
tentang Peru Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentan Admnistrasi Kendudukan (Lembaran Negara
Republik Ind sia Tahun 2013 Nomor 323, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5a7il;
Peraturan
Pinjaman

tah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLL Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
esia Nomor 5219);Republik I

11. Peraturan

10.

tah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara
Republik I sia Nomor 45751;

13. Peraturan...



12.
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tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
:uangan Daerah (Lembaran Negara Republik
un 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Rep ik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan
Pengelolaan
Indonesia

Peraturan
Pedoman
Pemerin

Nomor 25,
lndonesia N a6Al;

Peraturan
Standar
Republik I

tah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
binaan dan Pengawasan penyelenggara€m

Daerah (Lembaran Negara Republik

ega-ra Republik Indonesia Tahun 2006
Tambahan Lembaran Negara Republik

13.

14.

Indonesia un 2005 Nomor 1,65, Tambahan l,embaran
Negara Repu Indonesia Nomor 4593);

Peraturan
Pelaporan
{Lembaran

erintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
angan dan Kinerja Instansi pemerintah

15.

16.

17.

Lembaran N Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan tah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2Daerah (Lem

Nomor 5, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272)l

Peraturan M teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana
Peraturan M
tentang Peru Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri N 13 Tahun 20A6 tentang pedoman
Pengelolaan
Indonesia

Peraturan M teri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2OL3
Pemerintahantentang Pe pan Standar Akuntansi

Berbasis A pada Pemerintah Daerah;

tah Nomor 77 Tahun 2OLO tentang
ntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
nesia Tahun 2ALO Nomor 123, Tambahan

telah diubah beberapa kali terakhir dengan
nteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A11

(euangan Daerah {Berita Negara Republik
un 2011 Nomor 310);

teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor g
tang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional

18.

19. Peraturan M
Tahun 2017
Sekolah;

20. Peraturan
Tahun 2OO9
Daerah (

Tahun 2OO9
dengan Perat
Tahun 2016

Kabupaten Merauke Nomor 2
tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Merauke
omor 2) sebagaimana telah diubah terakhir
ran Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11
tentang Perubahan Kedua atas peraturan

Daerah 2 Tahun 2OO9 tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

uke Tahun 2016 Nomor 1l);Kabupaten

MEMUTUSKAN...



Menetapkan :

-4-

PERATURAN
KEDUA ATAS
TAHUN 2AV

PATI MERAUKE TENTANG PERUBAHAN
TURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 75

EBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN M RAUKE.

Pasal I

Beberapa tuan dalam Peraturan Bupati Merauke
Nomor 75 T un 2Ol4 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah
Merauke Tahu

upaten Merauke (Berita Daerah Kabupaten
2AH Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan
sebagai

(1) Keb{jakan
Bupati ini

tansi
dari:

4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi

Pasal 4

Pemerintah yang diatur dalam Peraturan

Kebijakan Akuntansi Femerintah
,

Anggaran Berbasis I(as;

a. Kerangfta
I(abupa.ten
Penlqjian
l,aporan
I^aporan
laporan
laporan
Laporan
Catatan
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi

. Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi
Akuntansi

I(as;

Ekuitas;
bahan Saldo Anggaran kbih;
Laporan IGuangan;

LRA Berbasis I(as;

,
biayaan;

-LO Berbasis Alarral;
,

dan setara l(as;.
tang;

Tetap;
ksi Dalam Penge{aan;

Cadangan dan Aset I"ainnya ;
iiban;

x.
v.

Koreksi , Perubahan Kebljakan Akuntansi dan
Peristiwa Lu Biasa; dan
laporan Keu gan konsolidasian.
Laporan isasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah.Penggunaan

(2) Keb{akan...
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Kebijakan Akuprtansi sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1)

dijabarkal lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini,
yang merupakqn ba.San tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

PasalII

Peraturan Buffati ini mulai berlaku pada tarrggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pqraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kadupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 29 September 2Ol7
BUPATI MERAUKE,

CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

di Merauke
29 September 2Ol7

DAERAH KABUPATEN MERAUKE
cAP/T"rD

DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATBN MNNAUKE TAHUN 2OT7 NOMOR 59

Sa-linan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSE
197

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

1. Gubernur Provinsi Papua di Jhyapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jhyapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Meralrke;
4. ParaAsisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Meraukq;
6. Kepala Badan Pengelola Keuarl'rgan dan Asset Daerah

E, SH., LLM
2AO3t2 rOA4

Kab. Merauke.


